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<p>Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter
keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas
dari DPR, karena dimens keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah
tersebut. DPD sebagai |embaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat
merealisasikan sistem dua kamar (bicameral), sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki
fungsifungsi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pertimbangan. Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang
terkait erat dengan daerah. Ini merupakan sebuah potensi bagi DPD untuk dapat berperan lebih dalam
berbagai aspek dalam pemerintahan daerah termasuk dalam pembangunan. Pembangunan diawali dengan
perencanaan dan dalam ini adalah tahap paling penting karena disinilah partisipasi dari berbagai pemegang
kepentingan disuarakan dan disatukan menjadi sebuah rencana pembangunan yang komprehensif untuk
dapat mendukung pembangunan sebuah daerah. DPD sebagai |embaga perwakilan yang menjadi perwakilan
wilayah seharusnya dapat |ebih dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan mengingat kompleksnya
proses pembangunan dan berbagai macam kepentingan di dalamnya.</p><hr /><p>The Regional
Representative Council (DPD) as aregional representative institution that has a representative character
based on regions has a broader representation character than the DPR, because the dimension of
representation is based on all the people in these areas. The DPD as a hew state institution after the
amendment of the 1945 Constitution was initially expected to realize a two-chamber system (bicameral), as
a peopl€e's representative ingtitution, the DPD has functions as stipulated in the 1945 Constitution. These
functions are legidative functions, budget functions, and consideration functions. All the duties and powers
of the DPD are limited to those aspects closely related to the regions. Thisis a potential for the DPD to be
able to play adeeper role in various aspects of regional governance including in development. Devel opment
begins with planning and in thisis the most important stage because this is where the participation of
various stakeholdersis voiced and united into a comprehensive development plan to be able to support the
development of aregion. The DPD as a representative institution that becomes the regional representative
should be more involved in the development planning process given the complexity of the development
process and the various interestsin it.</p>
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